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Menimbang

Mengingat

BUPATI OGAN I1LIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Nomeor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susuman Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Hir.

hahwa berdasrkan pasal 17 Permendagri No. 138

’ Tahun 2017, Yang menyelenggarakan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan adalah PTSP.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan PeraturanBupati Ogan Hir.
bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu pelimpahan sebagian
kewenangan pemberian Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Hir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, huruf b dan hurf ¢
ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049};

Peraturan Pemernntah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan  Penerapan
Standar  Pelayanan  Minimal {Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4585);




Menetapkan

4.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabhuan 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594};
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887};

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Hir Nomor 04
Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Bidang
industri dan Perdagangan Dalam Kabupaten Ogan Ilir
(Lembar Daerah Kabupaaten Ogan Hir Tahun 2009
Nomor 04 seri C};

Peraturan Daerah Ksbupaten Ogan Iir Nemor 14
Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi
Perizingn Bangunan {Lembaran Dasrah Kabupaten
Ogan llir Tahun 2009 Nomor 14 Seri C};

Peraturan Daersh Kahupaten Ogan Hir Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Tlir Tahuan 2010 Nomor 15 Seri B);
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Hir Nomor 12
Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
{Lembaran Daerah Kabupaten Ogan IHir Nomor 21
Tahun 2011);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Iir Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir {Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggarsan Pelayanan
Terpadu Satu Pinfag;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu ¢i Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 138 Tzhun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satn Pintuidaerah

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAYN PUBLIXK.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Iir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
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Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;

Daersh adalah Kabupaten Ogan Hir.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Pemerintah Daersh adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Penyelenggara Pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara mnegara korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hulam lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berist keseluruhan
rincian kewajiban dan janiji yang terdapat dalam standar pelayanan.
Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tindakan
atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan pendudnk atas harang, jasa
dan/atau pelayanan adminisiratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Standar pelayanan adalah tolok ulknyr yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, eepat, mudah, tefjangkau, dan
terukur.

Survei kepuasan masyarakat adslah pengukuran secara komprehensif
kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari penyelenggara pelayanan publik.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Wakitun Pelayanan adalah jangka waktun yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Biaya/Tarif adalah ongkes yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
Masyarakat adalah selurub pithak, baik warga negara maupun penduduk
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
hr,




(1)

- 2)

3)

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seclanjuinya disingkat

APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belania Negars di Kabupaten
Ogan Hir.

. Badan Usaha Milik Dagrah yang selanjuinya disingkat BUMD adalah

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ihir.

BAB1

ASAS DAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 2

Penyelengparaan pelayanan publik berasaskan:
a. Lkepentingan umum;
b. Lkepastian hukum;
c. persamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j-

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangksuan.

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
j berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusnus kepada
anggota masyarakat tertentn sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan
perlakuan khusus sebhagaimana dimaksud pada ayat {1} buruf j dilarang
digunakan oleh orang yang tidak herhak,

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip mudah, cepat

dan terjangkan.
i BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang

berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.




{2} Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasa publik; dan
c. pelayanan administratif.

Pasal 5

(1) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a adalah pengadaan/penyediaan dan penyaluran barang publik yang
dilakukan oleh penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dagi APBY dan/atau APEBD.

(2) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2}
huruf b adalah penyediaan jasa publik oleh penyelenggara vang sehagian
atan seluruh dananya bersumber dari APBN dan /atau APBD.

(3) Pelayanan administratif sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf ¢ adalah tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan
dalam rangks mewwjudkan perindungan pribadi, keluargs, kehormatan,
martabat dan haria benda.

BAB IV
PEMBINA DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pembina dan Penanggungiawab

Pasal &

{1} Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah Bupati.

(2) Pembina secbagaimana yang dimaksud pada ayat {1} melakukan
pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik di daerah.

{3) Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Ogan Hir.
(4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat {3} mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggarasn pelayanan publik
sesuai dengan standar pelayanan pada sefiap satuan kerja;
b. melakukan evalnasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
c. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik,




Bagian Kedua
Penyelenggarasn dan Pelaksana
Pasal 7

(1) Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Satuian Kerja Perangkat Daerah
dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) waiib menvelenggarakan Pelayanan
Publik sesuai dengan tupas pokok dan fungsinya masing-masing.

(3) Penyelenggara Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan kebiiskan penyelenggaraasn Pelayanan Publik sesuai
dengan kewenangannya:

mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan
standar pelayanan pada setiap satuan unit kerja;

menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
menyediakan sarana, prasarana dan/atan fasilitas pengaduan pada
setiap unit Pelayanan Publik.

menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Hir.

Pasal 8

(1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tindakan atan serangkaian
tindakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.

(2} Pelaksana dalam melaksanakan Pelayanan Publik harus menjunjung tinggi

perilaku dan etika pelayanan.
{3) Perilaku Pelaksana Publik sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah

sebagai berikut:

a. adil dan tidak diskriminatif;

b. cermat;

C. iegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

d. profesional;

e. tidak mempersulit;

f. merahasiakan informasi atau dokumen vang wajib dirahasiakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

g. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan
Puhblik;

h. memberikan informasi yang benar dalam menanggapi permintaan
informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

i. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/fatau kewenangan
yang dimiliki; dan

i. tidak menyimpang dari prosedur.




BABV
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal @

(1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun standar pelayvanan publik

sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan.

(2) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan.

(3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1} ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Penyelenggara Pelayanan Publik

(4) Setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus berpedoman pada Standar
pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat {3).

{5} Komponen siandar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} terdiri

dari:

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan atan {service point) meliputi:
1} persyaratan;
2} sistem mekanisme dan prosedur;
3) jangka waktu penyelesaian;
4) biaya, tarif dan rinciannya;
5) produk pelayanan; dan
6} penanganan pengaduan, saran dan masuksan atan apresiasi.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan {manufacturing) melipnis:
1} dasar hukum;
2} sarana dan prasarana;
3) kompetensi pelaksana;
4) pengawasan internal;
5} jumlah pelaksana;
6) jaminan pelayanan;
7} jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8) evaluasi kineria pelaksana,

(6) Format standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini




(1)
()

(1)

(2)

(1)

{2)

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan

Pasal 10

Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan prosedur pelayanan
dengan memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
dengan Keputiisan Kepala Penyelenggara Pelayanan Publik.

Bagian Ketiga
Makhimat Pelayanan

Pasal 11

Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan
yang merupakan pernyatsan kesanggupan penyelenggara dalam
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta
dipublikasikan secara jelas dan mudah diakses gleh masyarakat.

Format Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1} sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peratiairan Bupati ini.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Passal 12

Penyelenggara pelayanan publik berhak:

a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan
tugasnya;

b. melakukan kerjasama;

c. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak
sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
dan

d. meneolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau diluar kewenangannya.

Penyelenggara pelayanan publik wajib :

a. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan;

b. menempatkan tenaga pelaksana yang berkompeten;

c. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang
mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

d. memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, dan
terjangkau sesuat dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

€. melaksanakan pelayanan sesnai dengan standar pelayanan;
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f.

mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang
pelayanan publik;

memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai kewenangannya;

membantu  pengguna pelayanan dalam memahami hak dan
tanggungiawabnya;

memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku
apabila mengundurkan diri atan melepaskan tanggng jawab atas
posisi atau jabatan; dan

mementthi panggilan atau mewsakili organisasi untuk hadir atau
melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan
peiabat yang berwenang dari lembaga negara atan instansi pemerintah
yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Kewaiiban dan Larangan Pelaksana

Pasal I3

(1) Pelaksana pelayanan publik wajib :

a.

€.

melakukan kegiatan pelayanan sesuail dengan tugas yang diberikan
oleh Penyelenggara pelayanan publik;

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanasn pelayanan publik
sesuai tugas dan kewenangannya;

memenuhi panggilan untuk hadir atan melaksanakan perintah suatu
tindakan bukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

memberikan pertangeungiawaban apabila mengundurkan diri atau
melepas kan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;dan

melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja
kepada kepala satnan - kerja pelayanan setiap akhir bulan secara
berkelanjutan.

(2} Pelaksana pelayanan publik dilarang -

a.

b.

meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang jelas dan dapat
dipertangoungiawabkan;

membuat perjanjian kerja sama tanpa persetujuan kepala satuan kerja
pelayanan; dan

melanggar pinsip dan asas penyelenggaraan pelayanan publik,
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BAB VII
SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat

secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

(2) Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

a. persyaratan;

b. prosedur;

c. wakiu pelayanan;

d. biaya/tarif;

€. produk spesifikasi jenis pelayanan;

f. kompetensi pelaksana;

g. perilaku pelaksana;

h. maklumat pelayanan; dan

i. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

(3) Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan teknik survei, antara

lain:

a. kuesioner dengan wawancara tatap muka;

b. kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui
surat;

c. kuesioner elektronik {internet/e-survey);

d. diskusi kelompok terfokus; dan

e. wawancara tidak berstrukiur melalisi wawancara mendalam,.

(4) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, digunakan untuk:

a. mengetalhny  kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit
penyelenggara pelayanan publik;

b. mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang ielah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;

c. sehagai hahan penetspan kebijakan vang perlu diambil dan langkah
perbaikan pelayanan; dan

d. sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

(5) Penyelenggara pelayanan publik mempublikasikan hasil Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan
metodologi survel yang digunakan.

BAB VIII
PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 15

(1) Pengaduan masyarakat terdiri atas :

a. Pengaduan langsung; dan
b. Pengaduan tidak langsung.




(2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a
disampaikan kepada Penyelenggara melalui unjuk rasa atau demonstrasi
dan delegasi atau perwakilan.

(3} Pengaduian tidak langsung sebagaimana dimaksid dalam ayat (1) huraf b
disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat, tefepon, e-mail,
faksimili, websife, Short Messages Service, media cetak dan media
penyiaran.

Pasal I6

Mekanisme penanganan pengaduan atas pelayanan publik dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 17

(1) Penyelenggara wajib melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan
Pelayanan Publik secara berkala sekali dalam 1 {satn) tahun.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1} berdasarkan
hasil survey kepnasan masyarakat.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara  wajib  melakukan upaya peningkatan  kapasitas
pelaksanaan.

(4) Berdasarkan evaluasi kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat {1}
penanggungjawab wajib melakukan penilaian kinerja Pelayanan Publik
yang dilaksanakan oleh penyelenggara.

(O) Penilaian Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan secara berkala sekali dalam 1 (satu} tahun.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18
(1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaporkan penyelenggaraan

Pelayanan Publik yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati selaku
Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah.
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: (3)

(1)

)

(1)
(@)

Laporan penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} terintegrasi dengan laporan standar pelayanan minimal memuat
hal-hal sebagai berikuit :

a. pendshuluan, yang memuat gambaran wmum  penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

b. rencana strategi yang memuat gambaran umum penyelenggaraan yang
dicapai oleh penyelenggara Pelayanan Publik dalam bentuk strategi
pelayanan;

c. penyelenggaraan Pelayanan Publik memuat uraian tentang keberhasilan
atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi
dalam melaksanakan standar Pelayanan Publik serta langkah antisipatif
yang diambil;

d. akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi

anggaran;
€. penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran; dan

f. lampiran-lampiran, terdiri dari:
1. standar dan makiumat pelayanan;
2. hasil survey kepuasan masyarakat; dan

3. hasil pengolahan pengaduan pelayanan.
Laporan penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaaan

Pasal 19

Pembinaaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang
dan berkesinambungan pada setiap penyelenggara sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka meningkatkan dan
mempertahankan muta pelayanan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan |
sistem, pemberdayaan manusia dan jaringan kerja yang dilaksanakan
melalui koordinasi antar penyelenggara pelayanan terkait serta evaluasi
pelaksanaan pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan secara internal
dan eksternal.

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

a. atasan langsung; dan
b. pengawas fungsional yaitu Inspektorat Kabupaten.
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(3} Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh

a.

b.
c.

masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam
penyelenggara Pelayanan Publik;

Ombudsman; dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X1
SANKSI

Pasal 21

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
Pasal 11 ayat {1}, Pasal 12 ayat {2), Pasal 13, Pasal 17 ayat {1), Pasal 18
ayat (1}, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

{2} Sanki administrasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1},diberikan herupa:

a.

b.

Pemanggilan lisan dan/atau tertulis oleh Penanggungjawab Pelayanan
Publik;

Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak memenuhi pemanggilan
lisan danfatau tertulis sebagaimena yang dimaksud pada huruf a,
dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berurut-urut
oleh Penanggungjawab Pelayanan Publik dalam fenggang waktu
masing-masing 7 (tujuhj} hari kalender.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah dikenakan sanksi teguran
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua penyelenggara yang :

a. belum memiliki Standar Pelayanan, untuk menyusun, menstapkan, dan
menerapkan Standar Pelayanan paling lama 6 (enam} bulan sejak
berlakunya Peraturan Bupati ind; dan

b. telah memiliki Standar Pelayanan, untuk menyesuaikan dengan Standar
Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dan
memberlakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan
Bupati ini.




BAB XIII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan llir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2S¢ lun| 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2T Tuni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR _

ARDHA MU , SH, M.Si
1P. 19 1111985031007




